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ABSTRAK 

 

Pada Tahun 2011, Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di 

recall dari keanggotaan DPR di parlemen. Mereka merupakan anggota DPR Fraksi 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mereka direcall atas tindakannya yang 

bersebarangan dengan ketentuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat pengambilan 

keputusan terkait dengan Hak Angket Century dan Mafia Pajak. Latar belakang yang 

menjadi landasan penelitian ini adalah proses recall atau Pemberhentian Antarwaktu 

(PAW) yang dilakukan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Hak recall partai politik menunjukkan 

kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi politik 

rakyat. Mengingat pasca reformasi konstitusi (constitutional reform) kedaulatan rakyat 

telah dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Sementara Lily Chodidjah Wahid 

dan Achmad Effendy Choirie terpilih menjadi anggota DPR dengan sistem pemilu 

proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Penelitian ini menitikberatkan kepada 

Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia (Studi atas kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, 

dan melakukan penelitian lapangan terkait pelaku hukum proses recall atau 

Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu 

penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan. 

Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan 

analisis. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya 

ilmiah, atau yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu seperti: jurnal-jurnal 

hukum, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan 

persoalan penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian data 

yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan, bahwa proses recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie adalah konstitusional. Namun, recall atas keduanya masih menjadi 

kewenangan partai untuk mengusulkan recall. Seharusnya dengan sistem proporsional 

terbuka proses recall atas mereka perlu adanya keterlibatan rakyat sebagai dasar 

pertimbangan. Jika recall kedepannya masih dipertahankan, maka proses recall tidak 

hanya menjadi kewenangan partai politik semata dan harus disesuaikan dengan sistem 

pemilunya. Partai politik harus menjalankan fungsinya, yaitu komunikasi politik yang 

utuh antara partai politik, kader partai politik dan rakyat agar tercipta hubungan khusus 

yang menyatukan persepsi dalam ideologi dan platform partai untuk menemukan satu 

prinsip dalam menjalankan fungsinya masing-masing tanpa harus ada perbedaan di 

kemudian hari. Dengan demikian, kasus pelanggaran AD/ART tidak terjadi lagi. Hal 

tersebut dalam rangka untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi perwakilan yang 

sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. 
 

Kata kunci: Hak Recall, Partai Politik, DPR, Sistem Pemilu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan ruang 

baru terhadap sistem perpolitikan di Indonesia. Peranan lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menguat dibandingkan dengan sebelum 

Amandemen undang-undang Dasar 1945. Eksistensi dari penguatan 

kelembagaan DPR adalah pada era pasca Pemilu 1999. Sebagai salah satu bukti 

penguatan kelembagaan DPR saat itu adalah ketika DPR sebagai aktor 

pemberhentian (impeachment) Presiden RI yang ke-4 yaitu Abdurahman 

Wahid dari kursi kepresidenan dan menggantikannya dengan Megawati 

Soekarnoputri sebagai Presiden. Kelembagaan DPR pada saat itu dikatakan 

sebagai lembaga superbody. Eksistensi penguatan kelembagaan DPR tersebut 

turut serta mendongkrak pula terhadap penguatan partai politik (parpol). Hal 

ini karena partai politik merupakan lembaga artikulasi kepentingan dan aspirasi 

rakyat dan sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi. 

Perubahan yang mendasar dalam sistem perpolitikan Indonesia, salah 

satu agendanya yaitu reinstitusionalitas politik tersebut telah menempatkan 

partai politik sebagai salah satu instrumen terpenting dalam demokratisasi. 

Menurut Robert A. Dahl, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, ada 

delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, 

yakni; 
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Pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; 

kedua, adanya kebebasan berekspresi; ketiga, adanya hak memberikan suara; 

keempat, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; kelima, adanya 

hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan 

dan suara; keenam, adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; 

ketujuh, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan kedelapan, adanya institusi-

institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara 

(pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.
1
  

Demokrasi memang tidak semata-mata dengan adanya pemilu yang 

bebas, yang mana oleh Huntington disebut sebagai definisi minimal demokrasi. 

Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya 

pertanggungjawaban dari para wakil (representative) kepada yang diwakili 

(represented). Dalam konteks yang lebih esensial, menurut Amartya Sen, 

demokrasi menuntut adanya kesempatan (opportunity) kepada semua pihak. 

Termasuk di dalamnya adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi 

di dalam semua proses politik.
2
  

Dalam penyelenggaraannya demokrasi di Indonesia sering terdengar 

kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat prosedural 

saja. Demokrasi diwujudkan hanya melalui pembentukan lembaga-lembaga 

dan pelaksanaannya prosedur dan tata cara, tetapi belum memperlihatkan hasil 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), hlm. ix-x. 

2
 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11. 
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yang dijanjikan olehnya sebagai sistem politik.
3
 Partai politik seharusnya 

menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk 

menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak 

yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis 

partai politik. Ketika ada anggota parlemen yang tidak sejalan dengan 

keinginan partai politik, tidak jarang dari anggota parlemen tersebut 

diberhentikan dari anggota partai politik, yang secara otomatis juga 

berimplikasi terhadap keanggotaan sebagai anggota dewan di parlemen. 

Persoalan pemberhentian anggota DPR di parlemen yang tidak sejalan dengan 

keinginan partai politik merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.  

Partai politik merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang 

memilih anggota DPR yang nantinya mempunyai kewajiban menyuarakan 

aspirasi rakyat. Proposisi ini secara tegas dinyatakan dalam perubahan UUD 

1945. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa peserta pemilihan 

umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penempatan seorang anggota DPR dalam parlemen adalah merupakan 

pemberian mandat dari sebuah partai politik. Tetapi, di sisi lain seorang 

anggota DPR yang duduk di parlemen adalah wakil rakyat yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat. Dengan demikian, anggota DPR di parlemen adalah 

wakil rakyat yang menyuarakan seluruh aspirasi rakyat.   

                                                           
3
 Ignas Kleden, “Resiko Demokrasi” Kompas, (Kamis, 22 Mei 2014), hlm. 6. 
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Seharusnya proses Pemberhentian Antarwaktu atau recall juga 

melibatkan konstituen di daerah pemilihan tersebut. Recall adalah suatu 

penarikan anggota parlemen dari anggota DPR, dan anggota parlemen tersebut 

diganti oleh anggota lainnya sebelum masa jabatan sebagai anggota parlemen 

berakhir. Menurut M. Hadi Shubhan, hak recall ialah hak suatu partai politik 

untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon 

yang diajukan.
4
 Adanya sistem recall yang menjadi kewenangan partai politik 

dalam merecall anggota DPR di parlemen secara tidak langsung telah 

mencederai hak-hak rakyat yang telah memberikan mandat terhadap wakilnya. 

Sebab dengan adanya sistem proporsional terbuka, seharusnya kewenangan 

mekanisme recall juga melibatkan rakyat sebagai konstituen yang telah 

memberikan mandat kepercayaan kepada wakilnya di parlemen.   

Sebagai sarana pendidikan politik, partai politik seharusnya jadi cermin 

budaya politik suatu masyarakat. Ketika partai dikelola secara demokratis, 

publik akan melihat itu sebagai ukuran untuk memberikan pilihan politiknya.
5
 

Pemberhentian atau recall terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie dari keanggotaan Parlemen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) merupakan salah satu bagian dari kemunduran sistem demokrasi yang 

terjadi di dalam institusi partai politik di Indonesia. Recall atas Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie terjadi karena perbedaan pendapat dengan 

                                                           
4
 M. Hadi Shubhan, “Recall”; Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota 

Parpol, “Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, (Desember 2006), hlm. 46. 
5
 Reza Syawawi, “Menyoal “Recall” Partai Politik,” Kompas, (Sabtu, 28 Juni 2014), 

hlm. 6. 
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keputusan Fraksi PKB di Parlemen. Pada dasarnya hak recall merupakan 

kewenangan partai politik sebagai upaya untuk mengontrol keanggotaan DPR. 

Namun, apabila hak recall itu digunakan oleh partai politik terhadap anggota 

dewan di parlemen yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, inilah yang 

mencederai hak-hak rakyat dalam cerminan negara yang demokrasi.  

Kasus recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 

ini, tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat pasca reformasi 

konstitusi (constitutional reform) kedaulatan rakyat telah dikembalikan dan 

dipegang lagi oleh rakyat. Recall tentu berpotensi mendistorsi kedaulatan 

rakyat dengan kedaulatan parpol. Kedua politisi tersebut diajukan untuk 

diberhentikan (di-recall) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena 

berbeda pendapat dalam voting dengan Fraksinya. Walaupun tidak dapat 

dipungkiri juga bahwa recall itu memang tetap perlu sebagai mekanisme 

kontrol terhadap anggota DPR di parlemen. 

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai 

politik dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu atau recall, sekaligus 

diberikan kewenangan istimewa oleh undang-undang tersebut untuk 

memberhentikan seorang anggota partai politik yang akan bermuara pada 

pemberhentian seseorang sebagai anggota DPR. Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah Pasal 239 ayat (2) huruf d Partai politik dapat mengusulkan 

pemberhentian antar waktu atau recall, sekaligus diberikan keistimewaan oleh 

undang-undang dalam mengusulkan mekanisme recall. Dalam Pasal 16 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik 

dapat merecall anggotanya dengan alasan anggota tersebut telah melanggar 

AD dan ART partai politik. Ketika seseorang diberhentikan sebagai anggota 

partai politik berarti secara otomatis berhenti sebagai anggota DPR.  

Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie menjadi anggota 

dewan di parlemen merupakan representatif yang memegang mandat dari 

rakyat. Recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 

merupakan akibat dari sikapnya yang memilih berbeda dengan kebijakan 

Fraksinya (PKB) yang mendukung pemerintah, yakni menerima hasil kerja 

Pansus terkait kasus Century untuk diteruskan kepada lembaga penegak 

hukum. Lily Chodidjah Wahid merupakan satu-satunya anggota DPR dari 

Fraksi PKB yang pada saat itu memilih opsi C (opsi yang menyatakan ada 

permasalahan hukum dalam bail out Century). Sementara Achmad Effendy 

Choirie direcall terkait dengan sikapnya yang mendukung hak angket mafia 

pajak, padahal Fraksi PKB saat itu justru menolak usul hak angket tersebut. 

 Pemberhentian keanggotaan partai politik berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, karena melanggar AD dan ART 

partai politik yang nuansanya bersifat politik. Ditinjau dari ilmu hukum hal 

pemberhentian seorang anggota partai politik dari keanggotaan partai politik 

akan berdampak pada recall seorang anggota DPR oleh partai politik yang 
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bersangkutan, mengandung norma kabur (vague norm). Menurut Pasal 213 

ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila AD dan ART partai 

politik yang dijadikan dasar pemberhentian dari keanggotaan partai politik bagi 

seorang anggota DPR, terjadilah konflik norma, antara norma yang diatur pada 

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

dengan norma yang yang diatur pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sehingga 

menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat hukum privat, juga hukum 

publik.  

Hak recall partai politik terhadap anggota parlemen adalah hak yang 

merupakan ranah hukum publik yang dapat mengakibatkan anggota DPR di 

parlemen untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total dan tidak ada 

kebebasan anggota DPR di parlemen untuk menjalankan aspirasi rakyat yang 

telah memberikan mandat. Hak recall partai politik banyak digunakan sebagai 

alasan untuk pemberhentian dari keanggotaan DPR di parlemen yang tidak 

tunduk pada kebijakan partai politik, akibatnya hak recall partai politik 

menjadi sebuah bayang-bayang ancaman yang mengintimidasi (walaupun tidak 

secara langsung) keanggotaan DPR di parlemen untuk menyuarakan aspirasi 

konstituennya. Hak recall partai politik seolah-olah menjadi rantai yang 

membelenggu kebebasan keanggotaan DPR di parlemen untuk berekspresi dan 

bertindak sesuai hati nuraninya. Hak recall partai politik menunjukkan 

kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi 
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politik rakyat. Tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat pasca 

reformasi konstitusi (constitutional reform) kedaulatan rakyat telah 

dikembalikan dan dipegang lagi oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
6
 Walaupun tidak dapat 

dipungkiri juga bahwa recall itu memang tetap perlu sebagai mekanisme 

kontrol terhadap anggota DPR di parlemen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian tersebut, penyusun merumuskan permasalahan 

mengenai dengan hak recall partai politik terhadap anggota parlemen dalam 

ketatanegaraan Indonesia yaitu, bagaimanakah kedudukan hak recall partai 

politik terhadap anggota parlemen berdasarkan sistem hukum ketatanegaraan di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, 

dan isi pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 

Kedudukan Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teori segi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pemikiran dan wawasan keilmuan khususnya dalam ilmu hukum yang 

                                                           
6
 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
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berkaitan dengan hukum tata negara dalam hal ini adalah terkait hak recall 

partai politik terhadap anggota parlemen. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

riil mengenai mekanisme hak recall partai politik terhadap anggota 

parlemen dalam sistem demokrasi. Mengingat selama ini, ketentuan hak 

recall menjadi perhatian yang sangat urgen dalam pola hubungan antara 

kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh dan Partai politik. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan 

terhadap partai politik, pemerintah dan DPR RI. 

E. Telaah Pustaka 

Penyusunan karya ilmiah ini, menggunakan berbagai perspektif tentang 

mekanisme recall Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. Secara 

garis besar penelitian ini mengkaji tentang recall Lily Chodidjah Wahid dan 

Achmad Effendy Choirie, mengingat pasca reformasi, kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan proses terpilihnya menggunakan sistem proporsional terbuka 

dengan suara terbanyak. Dengan demikian, untuk menghindari plagiat terhadap 

karya-karya orang lain yang berkaitan dengan hak recall. Penyusun melakukan 

berbagai penelusuran terhadap karya-karya sebelumnya yang hampir sama atau 

penelitian objek yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun juga 

lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada 

beberapa karya ilmiah yang membahas mekanisme hak recall partai politik. 

Skripsi Agmalun Hasugian: “Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan 
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Teori Kedaulatan Rakyat” membahas tentang hak recall Partai Politik terhadap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan 

Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat. Penyusunannya menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif dengan melakukan suatu penelitian yang 

menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang 

diputus oleh hakim melalui proses pengadilan.
7
 Perbedaannya dengan skripsi 

yang penyusun susun sangat signifikan, karena penyusun membahas hak recall 

Partai Politik terhadap anggota parlemen dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia (Studi Atas Kasus Recall Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie). 

Skripsi Imam Rizki Pratama: “Hak Recall oleh Partai Politik ditinjau 

dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum 

dengan Suara Terbanyak”, membahas terkait hak recall oleh Partai Politik 

ditinjau dalam prinsip kedaulatan rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan 

Umum dengan Suara Terbanyak. Latar belakang penelitian ini karena adanya 

pemberlakuan recall yang dimiliki oleh partai politik secara sewenang-wenang 

terhadap anggotanya yang menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara „library research‟ atau studi 

                                                           
7
Agmalun Hasugian, “Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Indonesia dalam Korelasinya dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat”, skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011. 
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pustaka.
8
 Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun sangat signifikan. 

Karena penyusun meneliti hak recall partai politik terhadap anggota parlemen 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, studi atas kasus recall Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie. 

Tesis Stevanus Evan: “Hak Recall Partai Politik terhadap Keanggotaan 

DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Pembahasan tesis ini 

dititikberatkan pada kesesuaian hak recall partai politik terhadap anggota DPR 

dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan 

konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap dipertahankan berada ditangan 

kekuasaan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
9
 

Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat signifikan, karena 

skripsi penyusun lebih pada studi kasus.  

Skripsi Nizamuddin Zulfikar: “Pengaturan recall dalam Prespektif 

Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. Pembahasan dalam skripsi ini, untuk mengetahui dan 

menganalisis penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI 

berikut apakah hak recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan 

Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode 

penelitian dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan masalah 

                                                           
8
 Imam Rizki Pratama, “Hak Recall Oleh Partai Politik Ditinjau dalam Prinsip Kedaulatan 

Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan Suara Terbanyak”, skripsi, mahasiswa 

Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012. 
9
 Stevanus Evan Setio, “Hak Recall Partai Politik terhadap Keanggotaan DPR dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, tesis, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Udayana 

Denpasar, 2013. 
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pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.
10

 

Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun susun sangat signifikan. Karena 

skripsi penyusun lebih pada studi kasus recall Lily Chodidjah Wahid dan 

Achmad Effendy Choirie.  

F. Kerangka Teoritik 

1. Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 

Demokrasi merupakan sebuah konsep dimana menempatkan 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara yang menempatkan 

kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang mana 

secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat.
11

 Menurut M. Solly Lubis, demokrasi ialah 

pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak ditangan sejumlah besar 

dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua 

orang.
12

 Menurut M. Durverger, demokrasi itu ialah termasuk cara 

pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang 

diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem 

                                                           
10

 Nizamuddin Zulfikar, “Pengaturan Recall dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis 

Berdasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, skripsi, mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012. 
11

 Anwar (ed. dan pen.), Teori dan Hukum Konstitusi, (Malang: Intra Publishing, 2011), 

hlm. 40. 

12
 M. Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59. 
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pemerintahan negara, yang dalam pokoknya, semua orang (rakyat) berhak 

sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.
13

  

Demokrasi secara etimologi, asal kata demokrasi berasal dari bahasa 

latin, yakni demos, yang artinya rakyat dan kratos, yang artinya 

pemerintahan. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(KUBI) merumuskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan 

yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, 

atau disebut juga pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup 

yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang 

sama bagi semua warga negara. Sementara itu dalam Oxford English 

Dictionary: disebutkan bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; 

bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, 

dan dijalankan secara langsung oleh rakyat ... atau oleh pejabat yang dipilih 

oleh rakyat”.
14

  

Sedangkan secara epistemologi, istilah demokrasi dapat dikemukakan 

oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut: 

Menurut H. L. Mencken, demokrasi adalah sebuah teori yang mana 

rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat.
15

 

                                                           
13

 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 

2011), hlm. 246. 

 

14
 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem 

Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2013), hlm. 

34. 
15

 Ibid. 
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Sedangkan G. B. Swaw, mengatakan bahwa “demokrasi adalah pemilu 

pengganti” oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan 

yang diselewengkan. Dalam kaitan tersebut E. E Schattschneider, 

memberikan pengertian terhadap “demokrasi adalah sistem politik yang 

kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan 

organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan 

publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan.”
16

 Menyikapi hal ini menurut E. Barker, sebagaimana dikutip 

oleh Sri Soemantri, dilihat dari kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan 

rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang 

adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. 

Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah ada dan akan 

mengalami perkembangan.
17

 

Sistem demokrasi dan sistem politik tidak akan bisa dipisahkan dari 

hukum sebab keduanya dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping 

mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik 

bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem 

politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. 

Seperti yang diketahui bahwa secara umum prinsip demokrasi itu 

mempunyai empat pilar utama yakni lembaga legislatif atau parlemen 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 35. 

17
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 67. 
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sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat 

memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU dan pers 

sebagai alat kontrol masyarakat.
18

 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa hal 

wajib yang harus dijalankan untuk menentukan arah pola demokrasi yaitu 

adanya pemilihan umum langsung (pemilu), adanya rotasi atau kaderisasi 

dalam kepemimpinan nasional, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, 

adanya representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang 

kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, dan 

adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan. 

Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti 

rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti 

rakyat, kratos/kratean berarti kekuasaan/berskuasa).
19

 

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep dalam filsafat politik dan 

hukum kenegaraan yang didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan 

dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara. Pengertian 

kedaulatan itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dalam arti 

klasiknya berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan). 

Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah kedaulatan disebut sovereignty 
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yang berasal dari bahasa Latin, suvereneteit, soverinette, sovereigniteit, 

sovereignty, souvereyn, summa potestas, dan maiestas. Dalam literatur 

politik, hukum dan teori kenegaraan pada zaman sekarang diartikan sebagai 

penguasa dan kekuasaan yang tertinggi.
20

 

Teori kedaulatan rakyat merupakan sebuah sistem demokrasi yang 

tercermin dalam ungkapan bahwa demokrasi ialah suatu sistem 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the 

people, by the people, for the people). Sistem pemerintahan dari rakyat 

(government of the people) itu sendiri merupakan suatu suatu sistem 

pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana 

pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.
21

 

Dengan demikian dengan adanya sistem pemilihan langsung yang mana 

pemerintahan yang memilih adalah rakyat terbentuk suatu legitimasi 

terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.  

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (government by the people), yang 

dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama 

rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas dorongan pribadi para elit 

pemegang kekuasaan.
22

 Dengan demikian, setiap pembuatan dan perubahan 

UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik secara langsung 

(misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat 
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yang ada di DPR yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu 

pemilihan umum, rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi 

pemerintah, baik dilakukan secara langsung, ataupun diawasi secara tidak 

langsung oleh para wakil-wakil rakyat di DPR.   

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” 

(government for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan 

tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada 

kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan tertentu saja. Dengan demikian, tujuan utama dari 

setiap tindakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 

serta ketertiban bagi masyarakat. Tranformasi demokrasi memiliki 

karakteristik utama. Keputusan politik yang hendak dicapai oleh upaya 

transformasi demokrasi adalah yang bersifat imparsial, yaitu 

keputusan/kebijakan publik yang isinya menyangkut kepentingan bersama 

seluruh warga, bukan hanya demi kepentingan golongan ataupun mayoritas 

saja. Keputusan politik, khususnya mengenai kebijakan publik, yang isi dan 

arahnya bersifat imparsial tidak akan terwujud bila yang menonjol tirani 

mayoritas ataupun tirani minoritas. Sistem perwakilan dan sistem pemilihan 

umum apapun yang diterapkan dewasa ini tampaknya tidak mampu 

menghasilkan keterwakilan penuh semua unsur keragaman masyarakat, 

terbukti cukup banyak unsur masyarakat yang tidak terwakili 

(unrepresented) atau kurang terwakili (under represented).  
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2. Teori Perwakilan; 

Menurut Arendt Lipjhart, unsur dari suatu negara demokrasi adalah 

adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau 

mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-sendiri, 

karenanya harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan 

tersebut banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini, 

sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.
23

 Menurut pendapat 

A.H. Birch, sebagaimana dikutip oleh Prayudi, mengemukakan  bahwa pada 

umumnya terdapat lima konsep pengertian tentang perwakilan atau wakil, 

yaitu: 

a. Delegate Representation. Menurut konsep ini seorang wakil adalah 

agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang 

diwakilinya. Menurut pengertian ini wakil tersebut tidak diperkenankan 

melampaui kuasa yang diberikan kepadanya; 

b. Microcosmic Representation. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa 

sifat-sifat wakil itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau 

kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya. Konsep ini tidak 

mempunyai hubungan dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus 

dilakukannya; 

c. Simbolic Representation. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa wakil 

melambangkan identitas dan kualitas golongan/kelas orang-orang 
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tertentu yang diwakilinya. Hal tersebut juga tidak bersangkut paut 

dengan masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukannya; 

d. Elective Representation. Konsep ini dianggap belum menggambarkan 

kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil tersebut. Sehingga, belum 

menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yang memilihnya; 

e. Party Representation. Semakin meningkatnya organisasi dan disiplin 

partai mendorong lahirnya party bosses adan party caucuses. Para wakil 

dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi/partai politik 

bersangkutan. 

Jhon C. Whalke mengatakan adanya 3 jenis hubungan antara wakil 

dengan yang diwakilinya yaitu sebagai berikut: 

a. Trustee atau wali. Menurut pengertian ini wakil yang bersangkutan 

mempunyai kebebasan secara luas (free agent role) untuk menggunakan 

mempertimbangkannya sendiri dalam rangka pengambilan keputusan di 

lembaga perwakilan. Ia menganggap dirinya sebagai wakil dari seluruh 

rakyat; 

b. Delegate or servant atau utusan/pesuruh. Dalam hal ini wakil yang 

bersangkutan harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang 

diwakilinya sebelum mengambil suatu keputusan atau sikap terutama 

tentang berbagai masalah prinsipil atau hal-hal yang baru sifatnya; 
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c. Politico atau bebas. Wakil yang bersangkutan dapat bertindak bebas, 

artinya dapat berperan sebagai trustee atau delegate servant tergantung 

kepada keadaan atau masalah yang dihadapinya.
24

  

Lebih terinci, A. Hoogerwerf mengemukakan ada 5 (lima) model 

hubungan antara wakil dan terwakil, khususnya pada dimensi lembaga 

perwakilan negara. Model yang pertama, kedua dan ketiga adalah sama 

seperti tersebut di atas tadi, tetapi hubungan yang keempat dan kelima 

dideskripsikan dengan pemahaman yang lebih terinci. Pada model keempat 

adalah model kesatuan. Maksud dari model ini adalah bahwa seorang wakil 

adalah wakil seluruh rakyat. Begitu menjadi seorang wakil, dirinya 

mewakili konstituen yang bukan semata pemilih yang menentukan dirinya 

adalah seorang wakil. Ia mewakili seluruh komunitas rakyat yang dalam 

sistem keterwakilan mendudukkan dirinya sebagai seorang wakil meskipun 

pada proses pemilihan tidak memilih dirinya.
25

 

Model kelima disebut dengan model diversifikasi. Maksud model ini 

adalah bahwa seorang wakil dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, 

sosial atau politik tertentu. Ada dasar keterwakilan yang menundukkan 

dirinya, sehingga menjadi legitimasi dari keterwakilannya tersebut. 

Sebagaimana disebut, keterwakilan itu bisa didasarkan atas teritorial atau 

wilayah. Bisa didasarkan atas kelompok sosial atau keagamaan tertentu. 
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Bisa pula didasarkan pada pengelompokan karena afiliansi politik yang 

secara formal dibentuk melalui sistem kepartaian dalam administrasi 

pemerintahan.
26

 

Sementara W. A. Bonger mengemukakan bahwa seseorang dapat 

duduk di dalam lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat; 

yang disebut sebagai mandataris. W.A. Bonger membedakan hubungan 

antara si wakil dengan yang di wakili, sebagai berikut: 

a. Mandat Imperatif. Wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan 

instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh 

melakukan hal-hal di luar instruksi. Apabila ada hal baru yang berada di 

luar instruksi, maka wakil baru boleh bertindak setelah mendapat 

instruksi baru dari yang diwakilinya; 

b. Mandat Bebas. Wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi 

yang diwakilinya. Dalam ajaran ini si wakil merupakan orang-orang 

yang terpercaya terpilih dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang 

diwakilinya. Sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang 

diwakilinya atau atas nama rakyat; 

c. Mandat Representatif. Wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga 

perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga 

perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan 
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pemilihnya apalagi pertanggung jawabannya. Badan perwakilan inilah 

yang bertanggung jawab kepada rakyat.
27

 

Menurut Gilbert Abcarican, sebagaimana dikutip oleh Ni‟matul Huda, 

ada empat tipe hubungan antara wakil dan yang diwakili, yaitu:
28

 

a. Si wakil bertindak sebagai „wali‟ (trustee). Wakil bebas bertindak 

mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu 

berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya; 

b. Wakil bertindak sebagai „utusan‟ (delegate). Wakil bertindak sebagai 

utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi 

dan petunjuk dari yan diwakilinya dalam melaksanakan tugas; 

c. Wakil bertindak sebagai „politico‟. Wakil kadang-kadang bertindak 

sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini 

bergantung dari sisi (materi) yang akan dibahas; 

d. Wakil bertindak sebagai „partisan‟. Wakil bertindak sesuai dengan 

keinginan atau program partainya. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya 

maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya. Mulailah hubungan 

terjalin dengan parpol yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut. 

Konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai satu konsep yang 

menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan 
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orang yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah 

wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang 

diwakilinya.
29

 

3. Teori Hak 

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Hak yang 

dimaksud adalah hak hukum (legal right). Suatu hak hukum 

mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain. Tidak ada hak hukum 

tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya 

ditentukan oleh pemenuhan kewajiban orang lain. Kewajiban seorang 

individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap 

individu orang lain. Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka 

hak adalah kaitan dari kewajiban (the correlative of a duty). Austin 

menyebut sebagai kewajiban relatif (relative duty) dengan menyatakan 

“terma hak dan terma kewajiban relatif adalah ekspresi yang berhubungan. 

Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda.” Dari sisi 

hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan 

individu tertentu yang ditentukan oleh norma hukum itu sendiri. 

Norma hukum harus menetukan secara spesifik isi hak yang 

ditentukan secara teknis. Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat 

dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh 

hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori yang 
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memprioritaskan hak adalah bersifat politis yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan 

hukum positif. Hak sipil dan hak politik merupakan kapasitas berpartisipasi 

dalam pembuatan hukum, maka perbedaan antara hak dalam hukum perdata 

dan hak hukum dalam hukum publik tidak lagi mendasar. 

Hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara 

untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dalam pembentukan 

dalam kehendak negara. Hal ini berarti warga negara dapat berpartisipasi 

dalam pembuatan tata hukum, khususnya dalam proses legislasi. Hal ini 

berarti mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi 

kehendak negara tersebut dalam bentuk partisipasi dalam pembuatan 

hukum. Partisipasi individu dalam legislasi adalah karakteristik demokrasi, 

yang membedakan dari otokrasi di mana individu dikeluarkan dari proses 

legislasi, atau tidak memiliki hak politik. Demokrasi dapat dilaksanakan 

secara langsung oleh rakyat dalam majelis utama, atau hanya oleh parlemen 

yang dipilih, atau dengan bekerja sama dengan kepala negara yang dipilih.
30

 

Sementara itu menurut R.H. Soltau, hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap orang yaitu: 
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“…, most adults in most countries have a right to vote, to be elected and to 

hold official positions.”
31

 (…, hampir semua orang dewasa di hampir semua 

negara punya hak untuk memberikan suara, untuk dipilih dan untuk 

memegang jabatan-jabatan penting.) Dengan demikian, hak merupakan hak 

hukum yang diterapkan secara formal atau konstitusional untuk mengambil 

suatu tindakan atau menggunakan untuk menentukan hasil dari suatu 

peristiwa.  

Sementara Hans Kelsen mengemukakan tentang hak hukum sebagai 

berikut: “…as an interest protected by the legal order, or a will recognized 

and made effective by the legal order.”
32

 (…sebagai kepentingan yang 

dilindungi oleh tatanan hukum, atau kehendak yang diakui dan dibuat 

efektif oleh peraturan hukum.). 

Dengan demikian, semua hak berasal dari hukum, karena semua 

kewajiban adalah keharusan moral dan semua keharusan moral muncul dari 

hukum. Hubungan kewajiban dan hak menyangkut keadilan.
33

 Suatu hak 

berhenti menjadi hak bila merugikan hak orang lain. Jadi perimbangan hak 

dan kewajiban, itulah yang dikatakan adil. Dengan demikian, adanya 

menjalankan kewajiban dengan sendirinya memperoleh hak. Karena setiap 

hak itu substansinya adalah keadilan. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian pustaka 

(library research). Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.
34

 

Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang 

terkait dengan objek penelitian. Dan dapat diharapkan menjadi 

keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah titik temu. Jenis 

penelitian ini adalah studi kasus, didukung dengan berbagai wawancara 

dengan pakar Hukum Tata Negara yang nantinya akan menjadi pelengkap 

penelitian yang sedang penyusun lakukan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat  deskriptif-analisis, 

yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada ralevansinya 

dengan pembahasan.
35

 Kemudian data yang telah terkumpul disusun 

sebagaimana mestinya dan diadakan analisis. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-

empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi 
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ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).
36

 Dalam hal 

penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-

Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk 

fakta empiris yang berusaha diteliti adalah mekanisme hak recall terhadap 

anggota DPR yang dilakukan oleh DPP partai politik terhadap anggotanya 

di parlemen. 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yaitu dengan 

menggunakan sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui 

sumber data yang akan dikumpulkan. Wawancara merupakan cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai 

tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Bisa saja untuk 

diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita yang dilakukan oleh 

wartawan dan untuk melakukan penelitian lain.
37

 Menurut Rianto Adi, 

wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
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komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).
38

 

Langkah wawancara yang dilakukan yaitu dengan berkomunikasi 

langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian 

ini. Pihak yang terkait tersebut adalah pakar hukum Tata Negara dan 

DPW PKB DIY. 

b. Metode Dokumentasi 

Dengan menggunakan metode dokumentasi dapat dilakukan 

dengan melalui teknik yang diarahkan untuk melakukan pencarian dan 

pengambilan segala informasi baik yang bersifat teks seperti perundang-

undangan, arsip-arsip, laporan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang penyusun buat maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian yang penyusun lakukan. 

c. Observasi (Pengamatan) 

Teknik pengumpulan data melalui observasi dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara lansung atau tanpa alat terhadap gejala-

gejala yang diselidiki dengan dilakukan pengamatan di dalam situasi 

yang sebenar-benarnya.
39
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5. Sumber bahan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun 

mempunyai kekuatan mengingat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu berupa perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang.
40

 Dalam bahan hukum primer dalam hal ini 

antara lain sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik; 

3) Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD; 

4) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD; 

5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus 

permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum 

primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, 

maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu 

                                                           
40

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 

1988), hlm. 19. 
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suatu dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan 

dengan penelitian, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, 

majalah-majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet 

yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini.
41

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep dan 

keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti: kamus, eksiklopedia dan lain-lain.
42

 

6. Analisis Data 

Untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, maka data yang 

diperoleh baik dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi maupun telaah 

literatur dihimpun dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode 

analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu 

tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, 

berarah dan berkonteks, yang patut (relevant) dengan maksud dan tujuan. 

Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.
43

 Telah disebutkan 

sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis-kualitatif 

yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data 

                                                           
41

 Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1988), hlm. 64. 

42
 Ibid. 

43
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3. 
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tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh 

pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah 

dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Semua data yang 

diperoleh terkait dengan hak recall partai politik terhadap anggota parlemen 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dianalisis secara utuh sehingga 

terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan 

interpretasi tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab 

persoalan mekanisme hak recall partai politik terhadap anggota parlemen 

dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

H. Sistematika pembahasan 

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima BAB 

dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Yang disesuaikan dengan luas 

pembahasannya. Adapun  mengenai sistematika dalam pembahasan yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan 

sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang gambaran umum Sistem Kepartaian dan Sistem 

Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

BAB III, berisi tentang gambaran umum Recall atas Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam sistem Kepartaian di Indonesia, 
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yang meliputi Pengertian Hak Recall Partai Politik, Fungsi dan Hak Anggota 

Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, serta Beberapa Dasar 

Putusan Recall Atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie. 

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil data 

penelitian yang sekaligus menjawab yang melatar belakangi penelitian, yaitu 

Konstitusionalitas Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Parlemen 

Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dikemukakan hasil dari 

penelitian yang dilakukan secara objektif disertai analisisnya. 

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. 

Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini 

merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan 

kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara yang demokratis dengan menganut sistem 

perwakilan, dalam sistem perwakilan rakyat mewakilkan kepada wakil-

wakilnya yang duduk di parlemen. Proses duduk wakil-wakil di parlemen 

sebagai DPR melalui partai politik yang dipilih dengan sistem proporsional 

terbuka dalam pemilihan umum.  

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 

konstitusional. Namun, recall atas keduanya masih menjadi 

kewenangan partai untuk mengusulkan recall. Seharusnya dengan 

sistem proporsional terbuka proses recall atas Lily Chodidjah Wahid 

dan Achmad Effendy Choirie perlu melibatkan rakyat sebagai 

konstituen yang telah memberikan mandat terhadap mereka berdua.  

2. Jika recall kedepannya masih dipertahankan, maka proses recall 

tidak hanya menjadi kewenangan partai politik semata. Recall dengan 

call itu biasanya berkaitan, orang ditarik dari parlemen itu berkaitan 

dengan orang dimasukkan ke parlemen. Jadi, antara call dan recall itu 

sama dan sejalan. Makanya hak recall dan call itu harus disesuaikan 

dengan sistem pemilunya.  
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3. Sistem politik harus dijalankan dengan utuh oleh partai politik dalam 

menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Antara 

partai politik, kader partai politik dan rakyat harus ada komunikasi 

politik yang utuh. Karena komunikasi politik merupakan hubungan 

khusus untuk menyatukan persepsi dalam ideologi dan platform 

partai untuk menemukan satu prinsip dalam menjalankan fungsinya 

masing-masing tanpa harus ada perbedaan di kemudian hari. Partai 

politik sebagai instrumen demokrasi perlu memperkuat sistem 

politiknya. Dengan memperkuat sistem politik kedepannya akan 

tercipta budaya politik yang utuh antara partai politik, kader partai 

politik dan rakyat. Dengan demikian, sistem demokrasi sesuai dengan 

yang dinginkan rakyat,  dari rakyat, untuk rakyat dan oleh untuk 

rakyat. 

B. Saran 

1. Kepada partai politik disarankan, dalam merecall terhadap anggota harus 

dengan kasus hukum. Jika alasan recall karena melakukan pelanggaran 

AD/ART partai politik, maka harus dengan persetujuan konstituen sebagai 

pemberi mandat. Karena sistem pemilu menggunakan sistem proporsional 

terbuka. 

2. Kepada DPR dan Pemerintah, bahwa substansi Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, 
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yang menjadi landasan recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie, khususnya yang berkenaan dengan hak recall tidak sesuai 

dengan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Karena mekanisme 

recall yang digunakan tidak memberikan peran terhadap konstituen sebagai 

pemberi mandat. 

3. Kepada DPR dan Pemerintah, bahwa substansi Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945. 

Seharusya dilakukan perubahan, yaitu dengan melibatkan peran rakyat 

sebagai pemberi mandat dalam proses mekanisme recall. 
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Kompas, 19 Maret 2011. 

 

4. Wawancara dan AD/ART Partai 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan 

Bangsa. 

Wawancara dengan Ni‟matul Huda, Pakar Hukum Tata Negara UII, di Fakultas 

Hukum UII ruang penerbitan, tanggal 01 Oktober 2014. 

Wawancara dengan Umaruddin Masdar, Sekretaris DPW PKB DIY, di Kantor 

DPW PKB DIY, tanggal 10 Oktober 2014. 

Wawancara dengan Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM, 

Kantor PUKAT UGM, Yogyakarta, tanggal 17 Oktober 2014. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

CATATAN LAPANGAN 

Metode : Wawancara 

Hari/Tanggal : Rabu, Jam 09.30 WIB Tanggal 01 Oktober 2014 

Tempat : Fakultas Hukum UII Ruang Penerbitan 

Sumber Data : Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Tata 

Negara UII) 

 

1. Bagaimana menurut Ibu tentang hak recall partai politik atas Lily 

Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam hukum tata negara? 

Jawab: Dalam Undang-Undang Kepartaian, partai politik memang 

mempunyai hak recall, artinya partai politik mempunyai kewenangan 

untuk mengganti atau menarik kembali anggota partai politiknya dari 

keanggotaan di parlemen. Namun, permasalahannya alasan yang dipakai 

oleh partai politik untuk menarik kembali keanggotaannya di parlemen 

sangat subyektif atas kepentingan partai, bukan atas dasar untuk 

kepentingan masyarakat luas. Sementara kasus recall atas Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie dikarenakan atas tindakan yang 

bersebarangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie ini menyeberang dari keputusan atau 

kebijakan yang diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang 

kemudian berimbas kepada di recallnya mereka dari keanggotaan di 

parlemen. 

2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis hak recall partai politik di tangan 

partai? 

Jawab: Adanya kewenangan hak recall yang menjadi kewenangan partai 

itu adalah dalam rangka untuk menyehatkan partai politik juga bisa, tetapi 

sekaligus untuk membunuh (bahasa kasarnya) orang-orang yang kritis 

terhadap partainya. Sehingga orang-orang yang kritis tidak diberikan 

ruang yang bebas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, semuanya atas dasar 

kepentingan partai. Dengan hak recall tersebut menyebabkan anggota 

parlemen taat saja terhadap pimpinan partai politik saja. Karena nantinya 

jika berbeda pandangan dengan pimpinan partai politik akan di recall. 

Padahal Lily Chodidjah Wahid itu dalam proses untuk menjadi anggota 

dewan di parlemen mengunanakan sistem suara terbanyak. Seharusnya 

partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika akan 

merecall Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu 

seharusnya bertanya terhadap konstituen daerah pemilihannya, apakah 

masyarakat disana sudah tidak mau lagi aspirasinya diwakili oleh dua 

orang tersebut. Inilah terkadang yang tidak pernah dilakukan oleh partai 

politik, yang terpenting garis partai harus diikuti berbeda dengan pimpinan 

partai berarti siap untuk dikeluarkan. Konteks inilah yang dialami oleh 

Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie, karena perbedaan 

pandangan dengan partai, maka keduanya di recall dari anggota DPR. 
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3. Apakah kasus recall Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 

konstitusional atau inkonstitusional, menurut ibu bagaimana? 

Jawab:  Kasus recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie itu menurut saya konstitusional dalam artian bahwa karena ini 

kewenangan partai, menurut partai politik recall atas Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie adalah sah. Tetapi menurut Lily 

Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie tidak sah, makanya Lily 

Chodidjah Wahid menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan 

Mahkamah Konstitusi juga mengalahkan permohonan Lily Chodidjah 

Wahid. Karena Mahkamah Konstitusi juga pandangan sama, menurut 

Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan partai politik. Tetapi 

menurut hemat saya ini tidak fair, karena Mahkamah konstitusi hanya 

menggunakan putusan yang sebelumnya tentang hak recall yang dipilih 

berdasarkan nomor urut. Sedangkan Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie itu sudah dengan suara terbanyak. Kalau kemudian 

putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya itu digunakan dasar untuk 

kasus tersebut itu tidak tepat. Memang itu hak partai politik, tetapi 

sistemnya sudah berubah dari sistem nomor urut ke sistem suara 

terbanyak. Kalau begitu apa pentingnya suara terbanyak, kalau ujung-

ujungnya itu ada di otoritas partai politik. Seharusnya ditanyakan kepada 

konstituen daerah pemilihan Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan itu 

konstitusional. Tetapi kalau menurut hemat saya itu tidak, karena nantinya 

orang-orang yang kritis tidak memiliki panggung, wakil-wakil rakyat kita 

di parlemen itu hanya orang-orang yang ikut saja apa kata pimpinan partai 

politik. Dan seharusnya partai politik memberikan wadah, tinggal nanti 

prosedurnya yang harus diperjelas. Apakah Lily Chodidjah Wahid  dan 

Achmad Effendy Choirie itu diberhentikan dengan prosedur yang benar 

atau tidak? Karena menurut undang-undang kepartaian itu seharusnya ada 

mahkamah partai, dan kenapa Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie harus diberhentikan? 

4. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie yang bersebarangan dengan partai dalam pengambilan 

keputusan itu salah? Sementara Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie ingin menyuarakan aspirasi rakyat? 

Jawab: Menurut garis partai politik tindakan yang dilakukan Lily 

Chodidjah Wahid  dan Achmad Effendy Choirie itu salah. Karena partai 

politik itu memiliki garis partai yang harus diikuti oleh anggotanya. Kalau 

semua anggota partai politik balelo, itu namanya bukan partai politik, ya 

bubar saja sebagai partai politik. Tetapi persoalannya, kalau kemudian 

Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu menyuarakan 

aspirasi rakyat yang berbeda dengan ketentuan garis partai, apakah 

kemudian model orang-orang yang seperti ini harus di recall? Atau 

misalnya bertanya kepada konstituen di daerah pemilihan, apa yang harus 

oleh dilakukan oleh partai politik kalau misalnya ada wakilnya yang 

seperti ini. 
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5. Bagaimanakah mekanisme recall yang sesuai dengan UUD 1945? 

Jawab: Dalam undang-undang Dasar tidak mengatur tentang recall. Dalam 

UUD 1945 hanya mengatur UU Pemilu. Mekanisme recall itu diatur di 

dalam undang-undang partai politik. 

6. Apakah recall tidak betentangan dengan pasal 28E ayat 3? 

Jawab: Seorang agggota partai politik yang sudah menyatakan 

kesediannya menjadi anggota partai politik dan menyepakati AD/ART 

partai politik, jadi secara otomatis calon itu juga menyepakati garis 

partainya. Ketika ada anggota partai politik yang melanggar AD/ART, 

berarti anggota partai tersebut sudah tidak komitmen dengan kesepakatan 

yang telah dibuat diawal. Sehingga itulah yang dijadikan alasan oleh partai 

politik untuk merecall anggota partai politik yang bersebarangan dengan 

garis partai politik. Karena seseorang masuk menjadi anggota partai politik 

ada AD/ARTnya, platformnya, dan itu terkadang yang menjadi jebakan 

dan terlanjur masuk, tiba-tiba ditengah perjalanan beda arus dan beda arah 

dan itu resikonya pasti di recall. Kalau menurut hemat saya pasal 28E ayat 

3 harusnya ada perlindungannya untuk kasus Lily Chodidjah Wahid dan 

Achmad Effendy Choirie, tidak serta merta menjadi arogansi dari ketua 

partai politik. Partai politik yang modern itu seharusnya tidak serta merta 

kalau ada anggota berbeda dengan kebijakan dan garis partai dengan cara 

langsung merecall anggota partai politik. Cara untuk mendisiplinkannya 

ada cara lain, misalnya dari ketua Fraksi menjadi anggota Fraksi, tidak 

memegang posisi strategis di fraksi atau komisinya ditukar misalnya dari 

komisi bidang hukum dipindahkan kepada komisi yang lain. Itu kan ada 

cara-cara seperti itu tidak harus dengan direcall. 

7. Menurut ibu, mekanisme yang harus dilakukan oleh partai politik dalam 

hak recall, agar nantinya tindakan recall tidak mencederai demokrasi? 

Jawab: Dulu recall itu tidak ada, dalam undang susduk recall itu tidak. 

Recall itu baru terjadi kalau kasusnya hukum, semisal seperti kasus 

Angelina Sondakh yang terkena kasus korupsi dia bisa di recall atau 

PAW. PAW itu bahasa hukum, recall itu bahasa politik. Makanya di PAW 

karena kasusnya hukum. Tetapi kalau kasusnya politik seharusnya partai 

politik mempunyai cara, jadi tidak serta merta di recall, karena ini pilihan 

langsung dari rakyat dengan sistem proporsional terbuka. Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie itu menang dengan suara terbanyak 

dari seluruh anggota parlemen fraksi PKB hanya Lily Chodidjah Wahid 

yang mendapatkan suara terbanyak dengan satu kursi. Terus karena 

hegemoni partai, tiba-tiba direcall, kalau begitu apa pentingnya suara 

terbanyak, ya sudah kembali lagi kepada sistem nomor urut. Dengan suara 

terbanyak orang-orang berharap bisa menyuarakan aspirasi dari 

konstituennya. Jadi kedepannya menurut hemat saya perlu dikaji kembali 

apakah hak recall itu kedepannya masih diperlukan. Jika masih diperlukan 

maka hanya boleh direcall jika itu kasus hukum. Tentang pelanggaran etik 

misalnya, itu juga bisa, tidak dalam pengertian pidana, tetapi pelanggaran 

etika, pelecehan seksual itu bisa di recall. Tetapi kalau hanya beda 

pandangan karena sesuatu hal itu menurut hemat saya mahkamah partai 
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harus jalan, tetapi kalau nantinya yang membuat mahkamah partai itu 

ketua partainya itu saja itu malah menambah penderitaan. 

 

Metode : Wawancara 

Hari/Tanggal : Jum’at, 10 Oktober 2014 

Tempat : Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Yogyakarta 

Sumber Data : Umaruddin Masdar, S.Ag. (Sekertaris DPW)  
 

1. Bagaimana tanggapan mengenai konstitusionalitas hak recall atas Lily 

Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie? 

Jawab: Recall atau pergantian antar waktu (PAW) sudah diatur dalam 

AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika ada kader dari PKB yang 

sudah membelot atau keluar dari garis ketetapan AD/ART partai, maka 

akan terkena sanksi. Sanksi itu bermacam-macam, ada teguran pertama, 

ada teguran kedua, dan ketiga. Kalau dalam teguran ketiga masih belum 

disiplin partai, maka akan di PAW. Mekanisme aturan yang seperti itu 

dalam memberikan peringatan kepada kader. Sementara Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie dalam kasus Hak Angket Century 

dan Mafia Pajak tidak sejalan dengan garis komando partai. DPP Partai 

sudah melakukan surat peringatan sampai tiga kali. Dan akhirnya di PAW. 

Mekanisme aturan di PKB, ketika ada kader yang tidak patuh kepada 

disiplin partai atau membelot dari ketetapan AD/ART tidak langsung di 

PAW. Masih ada prosesnya yaitu dengan diberikan surat peringatan 

selama tiga kali. Namun, apabila sudah diberikan surat peringatan sampai 

tiga kali, kader masih belum sejalan dengan komando partai, maka jalan 

terakhir kader tersebut akan di PAW. 

2. Kenapa sampai terjadi recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie? Padahal cara untuk mendisiplinkannya ada cara lain, 

misalnya dari ketua Fraksi menjadi anggota Fraksi, tidak memegang posisi 

strategis di Fraksi atau komisinya ditukar misalnya dari komisi bidang 

hukum dipindahkan kepada komisi yang lain? 

Jawab: Ketika ada kader yang tidak sejalan dengan komando partai atau 

keluar dari ketentuan AD/ART, maka kader tersebut harus menerima 

konsekuensi yaitu dengan di PAW. Di dalam partai politik itu ada garis 

komando partai, jadi ketika ada kader yang tidak sejalan dengan partai, 

maka konsekuensinya di PAW. Kalau persoalan ingin memindahkan 

komisi, atau dari ketua menjadi anggota, sementara Lily Chodidjah Wahid 

dan Achmad Effendy Choirie bukan menjadi ketua fraksi, mereka itu 

hanya anggota fraksi. Fraksi dalam undang-undang Politik maupun 

undang-undang merupakan kepanjangan dari partai, kalau tidak sejalan 

dengan partai, berarti sudah tidak bisa menjadi alat partai. 

3. Apakah mekanisme recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie sudah menggunakan mekanisme Mahkamah partai 

politik? 

Jawab: Mekanisme recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad 

Effendy Choirie sudah menggunakan mekanisme Mahkamah partai. 
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Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 (1) UU kepartaian. Di PKB 

mahkamah Partai namanya Majelis Tahkim, dan sudah diputuskan oleh 

Majelis Tahkim PAW atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie sudah sah. Walaupun mereka tidak puas dengan kebijakan Majelis 

tahkim, yang kemudian menggugat ke PN, namun PN dalam putusannya 

menganggap PAW yang dilakukan oleh partai terhadap Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie sudah sah. Mekanisme PAW dan 

cara terpilihnya mereka berdua beda wilayah. Sistem dengan proporsional 

terbuka adalah terpilihnya mereka. Sedangakan mekanisme PAW 

merupakan wilayah hukum yang berbeda yang sesuai dengan mekanisme 

partai. 

4. Apakah hak recall terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie sesuai dengan pasal 28E ayat 3? 

Jawab: Hak recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie sudah dilakukan dengan proses undang-undang. Sampai ditingkat 

kasasipun keputusan DPP PKB sudah sesuai dengan mekanisme undang-

undang. Semua syarat-syarat untuk merecall atau PAW sudah dilakukan. 

Dan recall atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie 

dibenarkan oleh hukum. 

5. Sebenarnya yang dimaksud dengan melanggar AD/ART dalam perspektif 

partai politik itu seperti apa? 

Jawab: Dalam AD/ART partai sudah dijelaskan, bahwa seluruh kader 

harus menjalankan keputusan DPP, karena fraksi merupakan kepanjangan 

dari partai politik. Jadi kalau kader tidak sejalan dengan garis komando 

partai, maka akan mendapatkan sanksi, di partai manapun akan mendapat 

sanksi. Bukan hanya di PKB. Seluruh partai politik memberlakukan itu. 

Sanksi itu bertingkat-tingkat dari peringatan lisan, tertulis sampai pada 

PAW. Dan ketika peringatan berkali-kali masih melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan partai, maka tibalah pada proses PAW. Dan tidak mesti 

terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran disiplinpun ada sanksinya. Dan 

sanksi yang terberat adalah di PAW. Kalau tidak ada recall atau PAW 

organisasi partai politik tidak ada wibawanya. Semisal contoh, kader 

melakukan sesuatu semaunya, DPP mengambil keputusan A kader 

mengambil keputusan B, terus dimana fungsi berpartai. Dan itu sudah 

diatur dalam AD/ART partai.  

6. Apakah PKB mementingkan aspirasi rakyat atau aspirasi koalisi? 

Jawab: hal itu multitafsir, seseorang boleh menafsirkan. DPP mempunyai 

kebijakan A, maka seluruh kader dan fraksi harus patuh terhadap 

kebijakan tersebut, itu sudah menjadi hukum organisasi politik. Persoalan 

orang menafsirkan menyuarakan rakyat atau menyuarakan koalisi 

seseorang boleh menafsirkan seperti itu, dan setiap orang boleh 

menafsirkan. Tetapi di internal partai ada aturan main, kalau keputusan 

organisasi memutuskan A, maka kader dan fraksinya harus ikut A, itu 

namanya disiplin partai seperti itu, tanpa disiplin tidak ada organisasi 
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Hari/Tanggal : Jum’at, 17 Oktober 2014 

Tempat : Kantor PUKAT UGM 

Sumber Data : Dr. Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara 

UGM) 

1. Menurut bapak yang dimaksud dengan recall itu apa? 

Jawab: Recall dengan call itu biasanya berkaitan, orang ditarik dari 

parlemen itu berkaitan dengan orang dimasukkan ke parlemen. Jadi, antara 

call dan recall itu sama dan sejalan. Makanya hak recall dan call itu harus 

disesuaikan dengan sistem pemilunya. Misalnya, dalam pemilunya dengan 

sistem proporsional murni itu tidak ada orang yang ada adalah partai, di 

dalam sistem proporsional murni rakyat tidak memilih orang tetapi 

memilih partai, kalau menggunakan sistem proporsional murni recall oleh 

partai politik itu memang sangat dimungkinkan. Dalam sistem 

proporsional murni orang itu pilih partai, mau daftar tertutup atau murni 

tanda gambar, suara orang itu masuk terhadap partai dan partai sebagai 

penentu segalanya. Maka menurut saya dalam sistem proporsional murni, 

recall oleh partai politik masih biasa. Tetapi pada tahun 2009 kita 

menggunakan sistem pemilu proporsional yang berciri suara terbanyak. 

Orang bukan hanya pilih partai tetapi juga pilih orang. Menurut saya 

seharusnya sistem recallnya tidak boleh hanya partai politik semata, 

karena ada peran publik disana, publik ikut serta. Karena publik langsung 

ikut serta, maka sebaiknya recallnya tidak boleh hanya partai semata, 

publik seharusnya dilibatkan itulah dasar atas recall. 

Apalagi recall dalam sistem distrik, Amerika Serikat misalnya, kalau 

menggunakan sistem distrik murni, publik juga bisa merecall. Misalnya 

dalam berbagai literatur di berbagai negara misalnya publik bisa 

mendaftarkan musi tidak percaya untuk anggota parlemennya untuk ditarik 

di pengadilan negeri. Makanya dengan model Indonesia dengan sistem 

proporsional dengan ciri suara terbanyak, maka sistem recallnya tidak 

murni menggunakan sistem partai politik, tetapi di mix, artinya kekuasaan 

partai ada, dan kekuasaan publik ada. Misalnya partai memiliki hak recall 

untuk mengusulkan, tetapi publik di daerah tersebut juga diminta 

pendapatnya. Atau sebaliknya, publik di daerah tersebut boleh merecall 

tetapi partai politik yang menentukan recall. Intinya di mix between partai 

politik dan publik, itulah dasar dari recall. 

2. Apakah ada kaitannya hak recall dengan hak imunitas? 

Jawab: Hak imunitas itu dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya 

parlemen itu dalam hal konteks hukum pidana. Tetapi kalau anggota 

parlemen tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota parlemen, maka 

partai memiliki hak untuk menarik anggota parlemen tersebut. Partai 

politik itu memiliki platfrom, partai mempunyai sesuatu yang harus 

diperjuangkan. Kalau kemudian partai memperjuangkan semisal A, 

kemudian anggota tidak memperjuangkan A. Maka partai politik boleh 

mengeluarkan anggota yang bersangkutan, karena partai politik 

berpandangan anggota tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan garis 

komando partai. Tetapi kalau dengan sistem proporsional murni, boleh 
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partai politik menariknya. Tetapi kalau dengan model Indonesia dengan 

sistem proporsional terbuka, tidak boleh yang menentukan itu hanya 

sebatas partai, karena ada peran publik disitu. Misalnya Lily Chodidjah 

Wahid dan Achmad Effendy Choirie kenapa anda tidak memperjuangkan 

partai, ditanyakan dulu kepada publik, dan semisal publik mengatakan 

anda benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, cuman partai yang 

salah menilai anda. Maka Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy 

Choirie masih bisa dipertahankan. Tetapi kemudian anggota parlemen bisa 

dilindungi oleh hak imunitas, menurut saya dua hal yang berbeda. Hak 

imunitas itu berkaitan dengan pidana. Jadi, pada intinya partai boleh, 

karena Indonesia menggunakan sistem perwakilan, yang menempatkan 

partai sebagai mediatornya. 
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